




A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
 
Jenis Penelitian Ini Adalah Yuridis Normatif, Yaitu Dimana Dalam Hal 
Ini Penulis Menelaah Berbagai Peraturan Perundang Undangan Terkait Dengan 
Akibat Hukum Konflik Norma Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.  
1. Terdapat 2 (dua) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu dengan 
menganalisis peraturan perundang-undangan1 yang berkaitan dengan 
Pembagian Kewenangan Pengelolaan Mineral Dan Batubara. Seperti 
UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan 
Pemerintaha Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya.  
b. Pendekatan konsep (conseptual approach), yaitu dengan menelaah dan 
memahami konsep2konflik norma, kewenangan, pembagian kekuasaan, 
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 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007 , Hlm.. 96.  
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hubungan pusat dan daerah, pertambangan dan lain sebagainya yang 
berhubungan dengan penelitian ini.  
B. Jenis Bahan Hukum 
 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
sebagai data utama, yang terdiri dari: 
1. Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan meliputi: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria; 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831; 
d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lemabaran negara Republik Indonesia Nomor 3839; 
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437; 
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan 
Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126; 
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g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang petambangan Mineral 
dan Batubara, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959; 
h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049; 
i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285; 
j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234; 
k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587; 
l. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 67 tentang Ketentuan Pokok-Pokok 
Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 




m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Peggolongan 
Bahan Galian, Lemabran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambanhan 
Lembaran Negara Nomor 3174; 
n. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan 
Sebagian peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2; 
o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54; 
p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 2950; 
q. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan; 
r. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian 
Izin di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur, Berita 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 16 Seri E. 
 
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur- literatur yang terkait dengan 
permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat 
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ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet yang berkaitan dengan 
kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral 
dan batubara untuk memberikan referensi dalam penelitian ini. 
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa 
Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang digunakan untuk 
memberikan definisi-definisi terkait kewenangan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.  
 
C. Sumber Bahan Hukum 
Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi 
dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum, maka 
peneliti melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat 
Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang.  
 
D. Teknik analisis Bahan Hukum 
 
Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer, sekunder 
maupun tersier, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan 
menggunakan analisis preskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk 
mendapatkan saran-saran atau pemecahan terhadap permasalahan berkaitan 
dengan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian,sehingga didapatkan 
solusi yang tepat, guna memberikan pemahaman tentang kewenangan daerah 
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dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya mineral batubara yang efektif dan efisien serta 
mecerminkan amanat konstitusi untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran 
rakyat yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat konflik ataupu 
kekaburan dalam pengaturannya. 
Tujuandaripenulisanpreskriptifiniadalahuntukmemprediksi atau 
memperkirakan bagaimana pengaturan suatu hal dimasa yang akan datang, 
sertahubunganyang antarfenomenayang te litiuntukmendapatkanpemecahan. 
Setelahproses analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik itu 
bahan hukum primer, sekunder maupu tersierdenganmenarikdanmenghubungkan 
rumusan masalah,tujuan penulisan serta pembahasan yang  dilakukan. Berikutnya 
ditarikkesimpulanyang bersifatumumkemudiandirekomendasikan beberapa 
halsebagai upayatransfergagasan dalam rangka memberikan saran perbaikan 
terhadap pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pegelolaan 
pertambangan mineral dan batubara yang lebih baik. 
 
E. Definisi Konseptual 
 
1. Konflik Peraturan Perundang-Undangan 
 
Konflik peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah ketidakserasian atau disharmonisasi antara satu 
perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. Dalam penelitian 
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inidifokuskan kepada konflik pengaturan kewenangan pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pasal 14 ayat (1) 




Kewenangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah 
daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
 
Pemerintah daerah kabupaten/kota yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota yang ada diseluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
4. Pengelolaan 
 
Pengelolaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tahapan 
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 





5.  Pertambangan 
 
Pertambangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
sebagian atau keseluruhan  tahapan kegiatan dalam rangka untuk 
melakuakan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara 
yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 
penjualan, serta kegiatan pascatambang.  
 
6. Mineral dan Batu bara 
 
Mineral yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kumpulan 
mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas 
bumi, serta air tanah. Sedangkan batubara adalah endapan karbon yang 
terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal. 
Dengan demikian peneliti memfokuskan pertambangan yang berupa bijih 
atau batuan yang termasuk golongan mineral serta endapan karbon termasuk 
bitumen padat, gambut dan aspal yang masuk kedalam jenis batubara.  
 
